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ABSTRAK

Musrenbang merupakan mekanisme partisipatif dalam penyusunan RKPD.
Namun, masih terdapat scjumlah tantangan, seperti kurangnya peran aktif
stakeholder,  ketimpangan  keterlibatan  antar  pihak, hambatan dalam
pengakomodasian usulan non-fisik, serta minimnya partisipasi Masyarakat.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam
Musrenbang RKPD di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori Collaborative
Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang mencakup
dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses
kolaboratif. Hasil penelitian Ketidakseimbangan sumber daya antar pemangku
kepentingan dalam kondisi awal diminimalkan melalui forum pra-Musrenbang dan
Rakortekrenbang, dengan insentif non-material seperti transparansi dan pengakuan
kontribusi yang mendorong partisipasi. Desain kelembagaan ditopang oleh regulasi
seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan UU Nomor 25 Tahun 2004, yang
memastikan aturan dan transparansi dalam kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif
berperan sebagai penghubung antar pihak melalui koordinasi dan distribusi tugas
yang efektif. Dalam proses kolaboratif, dialog tatap muka, transparansi informasi,
serta komitmen berkelanjutan menciptakan pemahaman bersama, sementara
kesepakatan prioritas pembangunan menjadi dasar keberlanjutan kolaborasi. Hasil
sementara berupa kesepakatan prioritas pembangunan memberikan dasar untuk
keberlanjutan kolaborasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan
Collaborative Governance dalam Musrenbang telah berjalan dengan cukup baik,
tetapi masih memerlukan peningkatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat
serta mengakomodasi usulan non-fisik secara lebih optimal.

Kata kunci: Collaborative Governance, Musrenbang, RKPD
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ABSTRACT

Musrenbang is a participatory mechanism in the preparation of the RKPD.
However, several challenges remain, such as the lack of active stakeholder
involvement, disparities in participation, difficulties in accommodating non-physical
proposals, and minimal community engagement. This study aims to analyze the
implementation of Collaborative Governance in the Musrenbang RKPD at
BAPPEDA of South Sumatra Province using a qualitative descriptive method. The
analysis is based on the Collaborative Governance theory proposed by Ansell and
Gash (2008), which includes four dimensions: initial conditions, institutional design,
Jacilitative leadership, and the collaborative process. The findings indicate that
resource imbalances among stakeholders in the initial conditions are mitigated
through pre-Musrenbang forums and Rakortekrenbang, with non-material incentives
such as transparency and recognition of contributions fostering participation.
Institutional design is supported by regulations such as Minister of Home Affairs
Regulation No. 86 of 2017 and Law No. 25 of 2004, ensuring clear rules and
transparency in collaboration. Facilitative leadership acts as a bridge between
stakeholders through effective coordination and task distribution. In the
collaborative process, face-to-face dialogue, information transparency, and
sustained commitment foster a shared understanding, while agreements on
development priorities serve as the foundation for continued collaboration. The study
concludes that the implementation of Collaborative Governance in Musrenbang has
been relatively effective. However, further improvements are needed to strengthen
community participation and better accommodate non-physical proposals.

Keywords: Collaborative Governance, Musrenbang, RKPD
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang melibatkan berbagai
pihak dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan dan
mengalokasikan sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial di
suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan pembangunan tidak hanya
ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga oleh proses
perencanaan yang terstruktur, terukur, dan komprehensif (Ajizah et al., 2021).
Perencanaan yang efektif merupakan fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan
masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam upaya
mencapai pemerataan pembangunan perlunya perencanaan yang strategis dalam
pembangunan, karena seperti yang kita ketahui pembangunan sering kali hanya
terpusat di pulau jawa. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah harus sesuai dengan peraturan. Demi tercapainya
target pembangunan nasional yang lebih merata, di perlukan kontribusi Pemerintah
Daerah dengan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan
berfokus pada kebutuhan spesifik tiap wilayah.

Guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang berhasil, tata kelola
pemerintahan yang baik menjadi sangat penting. Salah satu konsep yang saat ini
banyak di adopsi dalam tata kelola pemerintahan adalah Collaborative Governance.
Collaborative Governance merupakan pendekatan di mana berbagai aktor dari sektor
publik, swasta, dan masyarakat sipil berkolaborasi secara efektif. Guna mencapai

tujuan bersama dalam konteks pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan



terjadinya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan
dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih
responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada di lapangan. Karena
membuat suatu rancangan pembangunan tersebut perlunya masukan dari berbagai
stakeholder yang luas dengan sesuai bidangnya sehingga menciptakan perencanaan
pembangunan yang efektif.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, salah satu
mekanisme penting yang mendukung penerapan Collaborative Governance adalah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan
forum tahunan yang di rancang untuk memastikan bahwa proses perencanaan
pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tidak hanya
sekadar forum diskusi, Musrenbang menjadi wadah strategis untuk mengakomodasi
berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, pemerintah, serta pemangku
kepentingan lainnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Musrenbang dilakukan untuk menyusun sejumlah rencana pembangunan di
suatu wilayah, termasuk menentukan anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun berikutnya (Manghayu, 2018). Forum ini bertujuan agar aspirasi dan
kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam proses perencanaan yang dilakukan
oleh pemerintah setempat. Kegiatan Musrenbang umumnya mencakup pembahasan
isu-isu strategis yang ada, evaluasi proses yang telah berjalan, serta capaian target dan
sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Setelah diskusi dan masukan dari
Musrenbang terkumpul, proses dilanjutkan dengan penyusunan RKPD, yang
kemudian menjadi dasar dalam pembuatan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS

(Plafon Prioritas Anggaran Sementara). Itulah mengapa dalam penyusunan RKPD



musrenbang ini merupakan hal yang penting, dapat dilihat dari alur pelaksanaan
Musrenbang RKPD gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penyusunan RKPD
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Sumber : BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan gambar 1, Musrenbang berfungsi sebagai titik temu antara
perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan aspirasi masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya. Melalui Musrenbang, rancangan RKPD
kabupaten/kota dikaji dan disesuaikan dengan masukan yang diberikan oleh berbagai
pihak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang
dirumuskan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan, serta sejalan dengan
kebijakan dan prioritas daerah maupun nasional. Dalam tahap penyusunan RKPD,
Musrenbang berperan setelah perumusan awal dan sebelum penetapan rancangan akhir
RKPD. Melalui Musrenbang, setiap masukan dari tingkat kecamatan hingga
kabupaten/kota dihimpun dan diverifikasi oleh BAPPEDA, untuk kemudian
diselaraskan dengan kerangka kebijakan pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan Musrenbang tidak hanya sebatas forum

konsultasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memerlukan keterlibatan



aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan organisasi
masyarakat sipil. Kompleksitas proses ini menuntut adanya pendekatan yang lebih
sistematis dan kolaboratif agar setiap usulan yang disampaikan dapat terakomodasi
dengan optimal. Oleh karena itu, pendekatan Collaborative Governance menjadi
relevan dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah melalui
Musrenbang benar-benar bersifat partisipatif dan efektif.

Sebagai bagian dari Collaborative Governance, Musrenbang RKPD menjadi
platform di mana BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi
Sumatera Selatan berperan sebagai fasilitator dalam mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan usulan-usulan dari berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat.
Musrenbang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki
tanggung jawab untuk mengimplementasikan program pembangunan di wilayahnya.
Selain OPD, Musrenbang juga melibatkan mitra-mitra lainnya, seperti perwakilan
masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta.
Keterlibatan beragam aktor ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana
pembangunan yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai perspektif, sehingga
lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi daerah.

Pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah
daerah, termasuk provinsi, untuk mengelola pembangunan di wilayahnya melalui
desentralisasi. Hal ini dipertegas oleh berbagai regulasi, seperti Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, yang memberikan pedoman umum dalam penyusunan RKPD.
Mengacu dengan Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

pembangunan daerah harus dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan dalam



hal pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas
pelayanan publik, serta daya saing daerah. Pembangunan daerah ini merupakan
perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Antara lain, pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (1) RPJPD, RPJIMD dan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adapun disusun dengan berbagai
tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan Musrenbang;

e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Dalam kerangka desentralisasi, RKPD Provinsi Sumatera Selatan berperan
penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah provinsi selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.
RKPD merupakan dokumen tahunan yang berfungsi sebagai pedoman bagi
pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan. RKPD ini
dihasilkan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya melalui
Musrenbang, Musrenbang ini akan menjadi persepakatan bersama dalam usulan
rencana kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Musrenbang, pemerintah daerah dapat mendengarkan langsung

masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi kebutuhan prioritas,



serta memastikan bahwa program-program yang diusulkan sesuai dengan visi, misi,
dan tujuan pembangunan daerah. Dalam implementasinya, Collaborative Governance
melalui Musrenbang tidak hanya memperkuat partisipasi publik, tetapi juga
mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah dituntut untuk bekerja secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan dalam proses perencanaan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar
mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada penyelenggaraan
musrenbang RKPD di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjawab
berbagai tantangan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai sektor dan
pemangku kepentingan dalam proses perencanaannya. Melalui kolaborasi yang baik
antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, RKPD yang dihasilkan akan lebih
komprehensif dan mampu mengatasi tantangan pembangunan yang ada, serta
membawa manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang
signifikan, termasuk upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting,
serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sehat, mandiri, dan
berdaya saing. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk penguatan ekonomi
kerakyatan yang unggul didukung oleh teknologi serta peningkatan iklim investasi di
sektor-sektor unggulan dengan pemerataan infrastruktur. Pengelolaan lingkungan,
mitigasi, dan penanganan bencana juga merupakan fokus utama, bersama dengan
peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan-
tantangan ini mencerminkan kondisi terkini dan isu strategis yang harus dihadapi guna

Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Sumatera



Selatan. Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, penyusunan
RKPD menjadi sangat krusial. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
menjadi dasar bagi implementasi kebijakan pembangunan di daerah.

Musrenbang merupakan salah satu mekanisme partisipatif yang bertujuan
sebagai forum untuk para stakeholder guna membuat suatu rencana pembangunan
daerah. Melalui Musrenbang, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah,
masyarakat, swasta, dan stakeholder lainnya untuk merumuskan solusi yang tepat
dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Meskipun demikian efektivitas
Musrenbang dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi isu
yang perlu ditelaah lebih dalam. Permasalahan seperti kurangnya partisipasi yang aktif
dari stakeholder dan rendahnya partisipasi masyarakat, mengindikasikan adanya
kelemahan dalam proses kolaboratif tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara awal dari bapak Ari Balaputra (Kepala Subbidang
Pengendalian dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Sumsel).

“Penyelenggaraan Musrenbang seringkali dihadapkan pada tantangan terkait

kurangnya peran aktif dari para stakeholder. Hal ini disebabkan karena

Musrenbang cenderung bersifat seremonial dan lebih berfokus pada persetujuan

hasil penyusunan RKPD yang sudah ada. Akibatnya, banyak peserta yang hadir

sekedar untuk memenuhi kewajiban kehadiran, tanpa memberikan kontribusi

yang substansial, sehingga partisipasi yang diharapkan tidak berjalan secara
optimal.” (Wawancara, AB, 10/08/2024).

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Bapak R. Hazari (Kepala Subbidang
Perencanaan Strategis BAPPEDA Provinsi Sumsel).

“Pelaksanaan PraMusrenbang biasanya terbagi menjadi 2 sesi yaitu

Pembukaan/seremonial dan sesi desk/teknis. Biasanya Unsur Pimpinan hanya

hadir pada saat sesi pembukaan/seremonial saja dan mendelegasikan ke
Perwakilan untuk sesi desk/teknis” (Wawancara, RH, 23/09/2024).

Berdasarkan pernyataan informan di atas menjelaskan dalam prosesnya

Musrenbang dalam penyusunan RKPD seringkali menghadapi tantangan seperti



kurangnya partisipasi aktif dari stakeholder sehingga hasil Musrenbang tidak optimal
dan tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pertanyaan tentang
efisiensi peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan menjadi sangat relevan,
terutama ketika mengukur keberhasilan Musrenbang. Keberhasilan tersebut sangat
bergantung pada keseimbangan kekuasaan, pengetahuan, dan wawasan SDM
masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai, serta peran aktif SDM pemerintahan
yang berkualitas dan berdaya saing. Meskipun demikian, pencapaian hal-hal ini di
Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal.

Dalam konteks Collaborative Governance, seharusnya setiap pihak yang terlibat
dalam Musrenbang dapat berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam proses
perencanaan, bukan hanya hadir secara formalitas. Keterangan dari informan yang
menyebutkan bahwa Unsur Pimpinan biasanya hanya hadir di sesi pembukaan dan
mendelegasikan sesi teknis kepada perwakilan, menunjukkan bahwa ada ketimpangan
partisipasi yang berdampak pada efektivitas kolaborasi. Ini memperkuat argumen
bahwa optimalisasi Collaborative Governance belum sepenuhnya tercapai dalam
Musrenbang di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

Proses kolaborasi yang efektif membutuhkan keterlibatan semua pihak secara
menyeluruh, baik dalam sesi seremonial maupun teknis, untuk memastikan bahwa
keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.
Kurangnya keterlibatan langsung dari pimpinan dan stakeholder utama ini bisa
Menghambat pelaksanaan Collaborative Governance yang ideal, di mana seharusnya
ada komunikasi, keterbukaan, dan kerjasama yang aktif di antara semua pihak.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyelenggarakan Musrenbang. Sedangkan,

Karena Musrenbang bersifat seremonial, stakeholder lain lebih condong ke



satu arah saja. Situasi ini juga berdampak pada partisipasi dari sektor swasta, yang
seringkali sulit diakses dan menghadapi prosedur berbeda, seperti yang disampaikan
dalam wawancara awal dengan Bapak R. Hazari (Kepala Subbidang Perencanaan
Strategis BAPPEDA Provinsi Sumsel).
"Sebenarnya, untuk akses dengan pihak swasta cukup sulit, karena prosedurnya
berbeda dengan instansi pemerintah. Selain itu, ada banyak tahapan yang harus
dilalui. Pihak swasta juga biasanya memiliki prioritas yang berbeda, sehingga

koordinasi dengan mereka memerlukan upaya ekstra dan pendekatan yang
lebih fleksibel." (Wawancara, RH, 23/09/2024).

Kondisi ini juga menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan
Musrenbang pada penyusunan RKPD, di mana koordinasi yang sulit dan perbedaan
prosedur dengan pihak swasta menghambat proses kolaborasi yang ideal. Tanpa
partisipasi aktif dari sektor swasta, proses kolaboratif dari Musrenbang ini menjadi
timpang dan hanya pusat atu arah. Kondisi ini menghambat proses kolaborasi yang
ideal, karena tanpa partisipasi aktif sektor swasta, Musrenbang cenderung menjadi
forum satu arah yang lebih banyak berpusat pada pemerintah. Padahal, dalam konsep
collaborative governance, swasta tidak hanya berperan sebagai mitra pembangunan,
tetapi juga sebagai salah satu sumber pendanaan di luar APBD melalui skema blended
finance.

Pihak swasta menggunakan anggaran mereka sendiri dalam menjalankan
program atau kegiatan. Sementara itu, anggaran pemerintah (APBD) dapat digunakan
sebagai pemantik, fasilitator, atau sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang
bertujuan mempermudah proses kolaboratif yang dijalankan. Dalam kerja sama yang
terjalin, justru anggaran dari pihak swasta yang lebih dioptimalkan penggunaannya.
Oleh karena itu, NGO dan pihak swasta harus turut serta dalam proses pembangunan.

Mereka tidak hanya berperan sebagai mitra pembangunan, tetapi juga sebagai
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"donatur" atau sumber pendanaan di luar APBD. APBD sendiri memiliki keterbatasan
dan penggunaannya harus mengacu pada skala prioritas. Jika terdapat sumber
pendanaan lain di luar APBD, maka inilah yang diharapkan dari kolaborasi antar
stakeholder, yang dikenal dengan konsep blended finance.

Berbeda dengan anggaran pemerintah, anggaran swasta dapat digunakan dengan
lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) masing-masing perusahaan. Akan tetapi, mereka tetap memiliki skala
prioritas, terutama dalam menjaga keberlanjutan usaha mereka sendiri. Jika mereka
mengeluarkan anggaran secara berlebihan tanpa perhitungan yang matang, maka
dampaknya akan merugikan mereka sendiri. Sebab, pada dasarnya sektor swasta
berorientasi pada keuntungan (benefit-oriented).

Inilah alasan mengapa diperlukan forum bersama yakni Musrenbang yang dapat
menyinergikan program pemerintah dengan prioritas dan dukungan dari pihak swasta
agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara bersama-sama. Dalam hal ini,
pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan stakeholder agar selaras
dan memiliki visi pembangunan yang sejalan. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak
pihak swasta yang kurang peduli terhadap target pemerintah. Indikator dan target yang
telah ditetapkan dalam perencanaan daerah sejatinya hanya merupakan alat ukur
kondisi daerah serta alat untuk menyinkronkan program. Fokus utama dalam
pencapaian target, terutama target indikator makro, lebih banyak berasal dari
pemerintah karena hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian (rapor) kepala
daerah.

Bagi stakeholder, terutama pihak swasta, relevansi dengan target pemerintah

tidak terlalu signifikan, karena mereka memiliki target sendiri seperti menjaga
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keberlanjutan bisnis, laba, kesejahteraan pegawai, kerja sama, serta ekspansi usaha.
Jika ada pihak swasta yang turut memikirkan pencapaian target daerah, maka itu
menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengajak mereka berkontribusi
dalam pembangunan.

Inilah outcome yang ingin dicapai dalam kolaborasi antara pemerintah dan
sektor swasta. Bahkan di tingkat pemerintah pusat, upaya untuk melibatkan swasta
dalam pencapaian target pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Sebab, kembali lagi pada keterbatasan anggaran APBN dan APBD tidak pernah cukup
untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, konsep blended
finance, yaitu kolaborasi pendanaan antara pemerintah dan swasta, menjadi sangat
penting.

Pertanyaanya mengapa pemerintah perlu melibatkan sektor swasta, padahal
mereka sudah memiliki prioritas dan target pencapaian sendiri, Jawabannya terletak
pada sinkronisasi. Karena sektor swasta beroperasi di wilayah Sumatera Selatan, maka
pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengarahkan, memfasilitasi, dan
membina mereka agar turut serta dalam pembangunan daerah.

Partisipasi aktif dari berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor
swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO), sangat diperlukan agar perencanaan
yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sektor
swasta memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam aspek
investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi melalui Corporate Social
Responsibility (CSR). Berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah, sektor swasta
diharapkan berpartisipasi dalam Musrenbang melalui, pemberian masukan terkait

kebijakan investasi dan ekonomi daerah, agar regulasi yang dibuat pemerintah
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mendukung pertumbuhan dunia usaha. Kemitraan dalam proyek pembangunan daerah,
baik dalam infrastruktur, layanan publik, maupun pengembangan ekonomi lokal.
Kontribusi melalui CSR, yang dapat diarahkan untuk program sosial, lingkungan, dan

Pengembangan kapasitas masyarakat. Faktanya, partisipasi sektor swasta dalam
Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan masih sangat terbatas. Beberapa
permasalahan yang dihadapi, itu seperti minimnya keterlibatan sektor swasta dalam
proses perencanaan, karena mekanisme Musrenbang lebih banyak diakses oleh
pemerintah dan organisasi masyarakat. Perbedaan prioritas antara pemerintah dan
sektor swasta, di mana dunia usaha lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi,
sedangkan Musrenbang lebih fokus pada pembangunan sosial. Prosedur birokrasi yang
kompleks, yang membuat keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan daerah
menjadi tidak efektif.

Perbedaan dalam hal realisasi usulan juga menjadi tantangan tersendiri.
Masukan dari masyarakat dan stakeholder merupakan elemen penting dalam proses
Musrenbang, namun sering kali terjadi perbedaan dalam hal realisasi usulan. Usulan
yang bersifat fisik, seperti pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik contohnya
jembatan, cenderung lebih mudah untuk diakomodasi dan dianggarkan. Sebaliknya,
masukan yang berkaitan dengan kebijakan atau program non-fisik sering kali
menghadapi tantangan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas
kebijakan yang memerlukan pertimbangan lebih mendalam, serta proses pengambilan
keputusan yang sering kali memerlukan waktu lebih lama dan melibatkan berbagai
pihak.

Berdasarkan lampiran 17 yang menunjukkan partisipasi stakeholder pada

Musrenbang RKPD tahun 2024, terlihat bahwa keterlibatan berbagai pihak masih
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belum seimbang, yang menjadi salah satu indikator kurang optimalnya penerapan
Collaborative Governance. Partisipasi terbesar datang dari OPD (32%), dan
selanjutnya  TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) (12%),
BAPPEDA Kab/Kota (11%), Instansi Vertikal (10%), DPRD (9%),
Kementrian/Lembaga (9%), dan yang terendah yakni Tokoh Agama/ LSM /
Organisasi/ Media Masa (5%), Unsur Pimpinan Daerah (5%), Setda Kab/Kota (2%),
Perusahaan (2%), Bank (2%), dan Perguruan Tinggi (1%) dari lampiran tersebut
menunjukkan pemerintah daerah yang mendominasi dalam proses perencanaan
pembangunan. Meskipun keterlibatan ini penting, Collaborative Governance yang
ideal mengharuskan adanya partisipasi yang lebih seimbang antara.

Dalam perspektif lain, partisipasi dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh
agama, LSM, organisasi, yang tergolong sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa proses
kolaboratif belum sepenuhnya inklusif. Selain itu, sektor swasta (2%) juga memiliki
kontribusi yang sangat minim, padahal keduanya dapat berperan sebagai sumber
inovasi dan solusi dalam perencanaan pembangunan. Guna mencapai Collaborative
Governance yang efektif, seharusnya tidak hanya pemerintah yang berperan dominan,
tetapi juga sektor swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat harus memiliki ruang yang
lebih besar untuk berkontribusi. Partisipasi dalam diagram tersebut cukup jauh dari
ideal, yang menunjukkan bahwa proses Musrenbang belum sepenuhnya
mengakomodasi partisipasi masyarakat secara maksimal.

Keterlibatan yang dominan dari pemerintah dan rendahnya partisipasi dari
masyarakat, LSM, serta sektor swasta ini menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat
menghambat proses kolaborasi yang ideal. Dalam Collaborative Governance, peran

setiap stakeholder harus lebih seimbang dan inklusif, sehingga keputusan yang
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dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan semua pihak. Oleh karena itu,
partisipasi stakeholder dalam Musrenbang 2024 dapat dikatakan masih kurang optimal
Dalam menciptakan kolaborasi yang efektif dan merata. Selain itu hal ini juga
telah disampaikan oleh informan mengenai permasalahan kurangnya partisipasi atau
masukan masyarakat ini, Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Ari Balaputra (Kepala
Subbidang Pengendalian dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Sumsel).
"Tantangan yang sampai sekarang masih dihapai itu terkait bagaimana
masyarakat dapat mengakses informasi, memahami isu-isu pembangunan
daerah, serta menyesuaikan diri atau ‘rume in’ dengan permasalahan yang
dihadapi oleh daerah mereka. Masih ada kesenjangan dalam pemahaman serta

akses masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan yang sedang
berlangsung.” (Wawancara, AB, 10/08/2024).

Dalam konteks penyusunan RKPD, partisipasi masyarakat menjadi elemen
kunci yang diwakili melalui berbagai saluran, termasuk organisasi masyarakat, usulan
daerah, dan Pokir (Pokok Pikiran) DPRD. Masyarakat memiliki peran penting dalam
menyumbangkan ide dan masukan mengenai isu-isu daerah, namun akses dan
pemahaman masyarakat terhadap proses ini sering kali menjadi tantangan. Kesulitan
dalam mengakses informasi dan berpartisipasi secara efektif dapat menghambat
kontribusi yang konstruktif terhadap perencanaan pembangunan. Pada penyusunan
RKPD dilakukan dengan empat pendekatan proses yakni : 1) Pendekatan SIPD, 2)
Pendekatan Partisipatif, 3) Pendekatan teknokratik, dan 4) Pendekatan Bottom Up dan
Top Down.

Dalam pendekatan bottom up dan top down terdapat proses usulan masyrakat
yang dilaksanakan dengan cara Sosialisasi mekanisme pengusulan kepada masyarakat
dilakukan melalui media cetak, elektronik, media sosial (Facebook, Instagram,
Twitter), dan secara langsung di mall, sekolah, serta perguruan tinggi. Masyarakat

dapat mengusulkan pembangunan secara tatap muka, mengirim proposal, melalui
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website www.BAPPEDA .sumselprov.go.id, dan SIPD. Selain itu, aspirasi dapat
disampaikan secara interaktif melalui radio, serta melalui reses DPRD yang diinput ke
SIPD. Usulan kemudian didistribusikan oleh BAPPEDA ke Perangkat Daerah untuk
diverifikasi (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2023). Meski demikian, cara ini
masih kurang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kontribusinya
dalam perencanaan pembangunan daerah, hal ini menjadi salah satu permasalahan
dalam penyelenggaran musrenbang pada penyusunan RKPD.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan ide dan masukan terkait
Isu-isu daerah yang mereka hadapi. Meskipun demikian, kenyataannya partisipasi
masyarakat dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan masih terbatas,
seperti keterbatasan akses informasi dan pemahaman terhadap mekanisme yang
tersedia. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah
melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang bertujuan memfasilitasi
usulan masyarakat secara lebih terstruktur. Sayangnya, pendekatan ini juga masih
kurang efektif. Proses pengusulan melalui aplikasi SIPD seringkali tidak dimanfaatkan
secara optimal oleh masyarakat, bahkan banyak yang tidak mengetahui keberadaan
aplikasi tersebut.

Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat
penggunaan SIPD. Meskipun sosialisasi dilakukan, minat masyarakat untuk terlibat
dalam proses formal perencanaan pembangunan ini cenderung rendah, sehingga
mereka lebih memilih untuk menyampaikan keluhan secara langsung atau berdasarkan
kebutuhan mendesak mereka, tanpa menggunakan platform yang disediakan
pemerintah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan partisipatif

yang diinginkan dengan implementasi nyata di lapangan, yang berdampak pada proses
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perencanaan pembangunan yang kurang inklusif.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan, dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya peran aktif dari stakeholder, musrenbang memang cenderung
bersifat seremonial, dan fokus pada persetujuan atau jadi sahnya RKPD yang
sudah ada. Sehingga banyak peserta hadir hanya untuk memenuhi kewajiban
kehadiran. Selain itu, unsur Pimpinan biasanya hanya hadir pada sesi
pembukaan dan mendelegasikan kehadiran di sesi desk/teknis, yang
mengurangi keterlibatan dalam proses perencanaan yang lebih mendalam.

2. Ketimpangan keterlibatan stakeholder, Prosedur yang berbeda dan prioritas
yang tidak sejalan membuat koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta
sulit. Ketimpangan ini berpotensi mengurangi efektivitas kolaborasi,

3. Tantangan dalam pengakomodasian usulan yang bersifat non-fisik seperti
kebijakan atau program ini sering kali menghadapi kompleksitas yang lebih
tinggi dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mengakibatkan
ketidakpuasan di antara stakeholder jika wusulan mereka tidak
diimplementasikan.

4. Minimnya  partisipasi ~ masyarakat  dalam  proses  perencanaan,
meskipun ada berbagai saluran untuk menyampaikan masukan, seperti media
sosial dan forum langsung (SIPD), banyak masyarakat yang masih kesulitan
untuk mengakses informasi dan memahami mekanisme partisipasi yang
tersedia. Ini menghambat kontribusi mereka dalam perencanaan pembangunan

yang seharusnya inklusif.
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Collaborative Governance
dalam Musrenbang untuk penyusunan RKPD di Provinsi Sumatera Selatan sangat
bergantung pada peningkatan partisipasi masyarakat, keseimbangan kapasitas antara
Para pemangku kepentingan, serta ketersediaan sarpras yang mendukung. Jika
tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui solusi yang tepat, maka diharapkan
proses  perencanaan  pembangunan daerah akan semakin partisipatif,
inklusif, dan efektif. Maka karena itu, penerapan Collaborative Governance menjadi
sangat penting dalam proses Musrenbang. Collaborative Governance dapat
memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi
masyarakat, serta memastikan bahwa hasil Musrenbang lebih inklusif dan responsif
terhadap kebutuhan pembangunan yang ada. Pendekatan ini, diharapkan dalam proses
jalannya Musrenbang dapat lebih efektif dalam mencerminkan aspirasi masyarakat
dan mencapai target pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan permasalahan di atas, penting untuk memperhatikan tata kelola
kolaboratif dari penyelenggaraan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan
daerah. Maka dari itu, penulis ingin meneliti mengenai pelaksanaan Collaborative
Governance dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian
penulis mengambil judul “Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pada Penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan).”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas , maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Collaborative Governance dalam
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Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pada Penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
untuk mengetahui dan menganalisis Collaborative Governance dalam
penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan
RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Provinsi Sumatera Selatan di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera

Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan baik dalam
pengembangan teori maupun dalam penerapan praktis. Adapun manfaat dari penelitian
ini, yakni sebagai berikut :
1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan
mengenai Collaborative Governance, khususnya dalam konteks perencanaan dan
penyusunan pembangunan daerah. Dengan fokus pada analisis pelaksanaan
Musrenbang dalam penyusunan RKPD, penelitian ini akan memperdalam pemahaman
mengenai model kolaboratif dalam ilmu administrasi publik.
1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi

BAPPEDA dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pelaksanaan
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Musrenbang dalam proses penyusunan RKPD di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan
temuan-temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh strategi yang lebih baik
untuk memfasilitasi kolaborasi antar berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan

daerah, serta meningkatkan responsivitas dan efisiensi proses perencanaan yang ada.
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